BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG

Menimbang

Mengingat

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
merupakan sumber pendapatan daerah yang berkontribusi
besar dalam pembiayaan pembangunan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangli;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, pengembangan potensi dan perekonomian
daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan
besaran tarif retribusi daerah;

bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia

I%



Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7010);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangli Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bangli Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangli Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli
Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 54 Pasal 1 dihapus,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

b

o

Daerah adalah Kabupaten Bangli.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.

Bupati adalah Bupati Bangli.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai
Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak,
pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Subjek  Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara, Badan usaha milik
Daerah, atau Badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk
apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah
Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor
sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau
keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan,
atau pemasukan ke dalam Badan usaha.

Dihapus.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan
secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara
wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai
perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya
disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau
Bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk
hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

Waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar
perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta
suami dan istri yang hidup terlama yang berhak menerima peninggalan
dari orang yang sudah meninggal.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT
adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi
barang dan/atau jasa tertentu.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual
dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman
yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung
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maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau
Minuman dengan dipungut bayaran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu
pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam
peralatan listrik.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat
dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan
hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat
parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan
untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan
dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,
ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum
terhadap sesuatu.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan
di bawah permukaan tanah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di
dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB
adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di
dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu
bara.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu
collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan
collocalia linchi.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB
adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut
Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok
BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
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pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau
bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan
Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak
yang terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2
yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
Pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
Dihapus.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara
wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai
perolehan baru atau NJOP pengganti.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat
NJOPTKP adalah batas NJOP atas Bumi dan/atau Bangunan yang
tidak kena Pajak.

Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah
nilai perolehan atas Bumi dan Bangunan yang mendasarkan pada nilai
transaksi atau nilai pasar atau NJOP yang dijadikan sebagai dasar
penghitungan BPHTB.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya
disingkat NPOPTKP adalah suatu nilai pengurang atas nilai NPOP
dalam penghitungan Pajak terutang.

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah
pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta
otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah
atau hak milik atas satuan rumah susun.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas
adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat di unit kerjanya.
Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang
diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis
pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya.
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74.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan
sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan
di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan
terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah
perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk
membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan
Gedung.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF
adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat
dimanfaatkan.

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat
SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan
Bangunan Gedung.

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga
Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah
Indonesia.

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi
Kerja TKA adalah Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum
Indonesia atau Badan hukum lainnya yang mempekerjakan TKA
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut
Retribusi PTKA adalah Retribusi yang dibayarkan dalam bentuk dana
kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan
perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing sesuai wilayah
kerja TKA.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat
RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan
jangka waktu tertentu.

Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
yang selanjutnya disebut Perpanjangan Pengesahan RPTKA adalah
persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
atau pejabat yang ditunjuk.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah
Retribusi yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah
atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat
Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada
umumnya.
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2. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

(3)

(4)

3. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Pasal 9

Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu

menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Tempat PBB-P2 yang terutang yaitu di wilayah Daerah yang meliputi

letak objek PBB-P2.

Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau

Bangunan berikut berada:

a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya;
dan

b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat
yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang
berada di daratan, kecuali pipa; dan

c. kabel bawah laut.

Daerah ini.

4. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI BANGLI,

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI : : (...,.../...)
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II.

PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UMUM

Setelah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah mendapatkan masukan dan
evaluasi dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebagaimana
diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Evaluasi untuk
menguji Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi dan kepentingan umum serta menguji kesesuaian dengan

kebijakan fiskal nasional.

Adapun maksud dari penyusunan Peraturan Daerah ini adalah untuk
menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2023 serta sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah
dalam melakukan pemungutan terhadap Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Sedangkan tujuan Peraturan Daerah ini untuk mendorong
peningkatan pendapatan asli Daerah, kemudahan berusaha, iklim inventasi
yang kondusif, daya saing Daerah, penciptaan lapangan kerja, dan

pelayanan kepada masyarakat.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 9
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR ...

I %



LAMPIRAN I

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGLI

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

BUPATI BANGLI,

It



LAMPIRAN II

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGLI

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA SERTA TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA

BUPATI BANGLI,

It



